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Abstrak: Penelitian ini membahas bagaimana kekuasaan terdistribusi di lingkungan anggota dewan dan bagaimana 

distribusi tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kajian dilakukan melalui analisis literatur dari 

berbagai penelitian dan buku terbaru terkait dinamika kekuasaan, politik, kepemimpinan kolegial, dan peran kelompok 

pengaruh. Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan tidak pernah sepenuhnya merata. Faktor yang 

membentuknya meliputi posisi formal, jaringan politik, kepemimpinan, serta kemampuan anggota membangun 

pengaruh. Dalam proses keputusan politik, kekuasaan berperan melalui tiga mekanisme: membentuk agenda, 

menegosiasikan kepentingan, dan membangun koalisi. Literatur juga menekankan pentingnya etika politik dan tanggung 

jawab sosial agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa distribusi kekuasaan di 

lembaga legislatif merupakan hasil interaksi antara struktur formal dan dinamika informal, yang bersama-sama 

menentukan kualitas keputusan politik. 

 

Kata kunci: Distribusi Kekuasaan, Anggota Dewan, Keputusan Politik, Kelompok Pengaruh, Kepemimpinan, Literatur 

Politik 

Abstract: his study examines how power is distributed among council members and 

how such distribution shapes political decision-making. The analysis relies on recent 

literature discussing power relations, political behavior, collegial leadership, and the 

role of influence groups. The findings indicate that power is never evenly distributed. 

Its formation is influenced by formal positions, political networks, leadership roles, 

and the ability to build influence. In decision-making processes, power operates 

through three mechanisms: agenda setting, interest negotiation, and coalition 

building. The reviewed literature also use highlights the importance of political ethics 

and social responsibility to prevent misuse of power. This study concludes that power 

distribution within legislative bodies emerges from the interaction of formal structures 

and informal dynamics, both of which shape the quality of political decisions. 

Keywords: Power Distribution, Council Members, Political Decisions, Influence 

Groups, Leadership, Political Literatur. 

 

Pendahuluan 

Distribusi kekuasaan di lingkungan anggota dewan selalu menjadi perhatian dalam 
studi politik karena menentukan arah kebijakan publik. Dalam lembaga legislatif, 

kekuasaan tidak hanya diatur oleh struktur formal, tetapi juga oleh hubungan informal, 

jaringan politik, serta kepentingan kelompok yang terlibat dalam setiap proses legislasi. 

Situasi ini membuat proses pengambilan keputusan politik sering kali bersifat kompleks 

dan tidak sepenuhnya dapat dipahami hanya dari aturan tertulis. 
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Perkembangan penelitian tentang kekuasaan menunjukkan bahwa dinamika 
internal lembaga politik memengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan. Savirani dan 

rekan-rekan (2025) menjelaskan bahwa kekuasaan terbentuk melalui interaksi antaraktor, 

baik yang memiliki posisi formal maupun yang memiliki pengaruh informal. Situasi ini 

memperlihatkan bahwa kewenangan anggota dewan tidak bisa dipahami hanya dari 

jabatan, tetapi juga dari kemampuan mereka membangun relasi dan dukungan politik. 

Pembahasan mengenai peran kekuasaan dalam organisasi juga dijelaskan oleh 

Andriyani et al. (2025). Mereka menemukan bahwa kekuasaan memengaruhi kinerja dan 

efektivitas lembaga. Temuan ini relevan untuk memahami kerja anggota dewan, karena 

keputusan politik sering dipengaruhi oleh nilai tawar masing-masing anggota dan 

kelompok. Dengan kata lain, keputusan tidak lahir dari proses yang netral, melainkan dari 

pertimbangan kekuasaan yang saling bersinggungan. 

Studi terkait kelompok pengaruh yang dilakukan Sinaga (2024) menegaskan bahwa 

keputusan politik sering dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kedekatan dengan 

pengambil keputusan. Kelompok ini dapat berupa fraksi, jaringan politik, atau tokoh yang 

dihormati dalam lingkungan dewan. Pengaruh tersebut muncul melalui tiga cara: 

membentuk preferensi anggota, membatasi pilihan politik, dan mengarahkan negosiasi 

selama pembahasan kebijakan. 

Selain itu, konteks etika politik ikut berperan dalam mengarahkan distribusi 

kekuasaan. Nurdiarti dan Nastain (2021) menjelaskan bahwa anggota dewan memiliki 

tanggung jawab sosial untuk memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan publik. 
Etika politik membantu membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama ketika 

terdapat ketidakseimbangan pengaruh di antara anggota. Hal ini penting karena distribusi 

kekuasaan yang tidak proporsional dapat menurunkan kualitas kebijakan. 

Dalam konteks kelembagaan formal, Tarigan (2024) menguraikan bahwa sistem 

ketatanegaraan memberikan struktur dasar pembagian kewenangan. Namun struktur 

tersebut tidak otomatis menciptakan pemerataan kekuasaan. Deni et al. (2024) juga 

menekankan bahwa politik berjalan melalui interaksi antaraktor yang membawa 

kepentingan berbeda. Karena itu, struktur formal dan dinamika informal selalu berjalan 

bersamaan ketika dewan menetapkan sebuah keputusan. 

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana 
kekuasaan terdistribusi di antara anggota dewan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi 

proses keputusan politik. Pemahaman ini diperlukan agar mekanisme legislasi bisa lebih 

transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian 

berbasis kajian literatur membantu memberikan gambaran teoritis yang lebih menyeluruh 

mengenai hubungan kekuasaan dan proses politik. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola distribusi kekuasaan di lingkungan 

anggota dewan dan menjelaskan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan politik. 

Manfaat yang diharapkan mencakup tiga hal. Pertama, memberikan pemahaman teoritis 

bagi peneliti dan akademisi. Kedua, memberi masukan bagi lembaga legislatif dalam 

memperbaiki mekanisme kerja internal. Ketiga, membantu masyarakat memahami 
bagaimana keputusan politik terbentuk sehingga dapat meningkatkan pengawasan publik 

terhadap kinerja dewan. 
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Metodologi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. 

Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian berfokus pada pemahaman konsep dan pola 

yang muncul dalam dinamika distribusi kekuasaan di lingkungan anggota dewan. Kajian 

literatur memberikan ruang untuk membandingkan berbagai temuan dan pandangan 

teoretis dari penelitian sebelumnya, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh 

mengenai hubungan antara kekuasaan dan proses pengambilan keputusan politik. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data diperoleh dari 

buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen ilmiah yang membahas kekuasaan, 

politik, kepemimpinan, kelompok pengaruh, dan proses legislasi. Penelitian ini tidak 

menggunakan populasi dan sampel seperti penelitian lapangan, tetapi memilih sumber 
berdasarkan kriteria relevansi, keterbaruan, dan kontribusi terhadap pemahaman topik. 

Tahap pemilihan sumber dilakukan dengan langkah berikut: (1) mengidentifikasi tema 

utama yang berkaitan dengan kekuasaan dan keputusan politik; (2) menyeleksi literatur 

yang sesuai; dan (3) mengelompokkan sumber berdasarkan fokus kajiannya. 

Analisis data dilakukan melalui proses membaca, merangkum, dan 

menginterpretasi isi literatur. Analisis dibagi ke dalam beberapa tahap. Pertama, 

menemukan konsep kunci seperti struktur kekuasaan, mekanisme pengaruh, dan peran 

institusi. Kedua, membandingkan pandangan antarpenulis untuk menemukan pola atau 

perbedaan. Ketiga, menyusun temuan ke dalam kategori yang relevan dengan fokus 

penelitian. Hasil analisis kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan mengenai distribusi 
kekuasaan dan pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan politik 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan di lingkungan 

anggota dewan tidak pernah bersifat merata. Kekuasaan tersebar melalui dua jalur utama 

yaitu struktur formal lembaga dan hubungan informal antaranggota. Struktur formal 

memberi kewenangan kepada pimpinan dewan, ketua fraksi, dan ketua komisi, sementara 

hubungan informal mencakup jaringan politik, kedekatan ideologis, dan jejaring personal. 

Temuan ini sejalan dengan kajian Savirani et al. (2025) yang menegaskan bahwa kekuasaan 

terbentuk dari kombinasi kedudukan formal dan kapasitas aktor dalam membangun 

pengaruh sosial-politik. 

Dalam struktur formal, posisi jabatan memainkan peran penting dalam menentukan 

kekuatan anggota. Pimpinan dewan memiliki otoritas lebih besar untuk mengatur agenda 

pembahasan, menetapkan prioritas kebijakan, dan mengoordinasikan rapat. Namun kajian 

literatur memperlihatkan bahwa jabatan formal tidak selalu menjamin dominasi penuh. 

Anggota yang memiliki pengaruh kuat di fraksi atau dukungan kelompok politik eksternal 

dapat menyaingi kewenangan struktural tersebut. Hal ini mendukung pandangan Deni et 

al. (2024) yang menegaskan bahwa proses politik selalu dipengaruhi oleh relasi informal 

yang melibatkan kepentingan individu maupun kelompok. 

Distribusi kekuasaan juga terlihat pada mekanisme pembentukan agenda politik. 

Agenda tidak semata lahir dari kebutuhan publik, melainkan dari kompetisi antaranggota 

dan antarfraksi dalam menentukan isu yang dianggap strategis. Anggota yang memiliki 
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akses ke pimpinan fraksi memiliki posisi tawar lebih besar untuk memasukkan kepentingan 

mereka ke dalam agenda. Sinaga (2024) menjelaskan bahwa kelompok pengaruh berperan 

dalam tahap ini, terutama melalui upaya membatasi atau membuka ruang bagi isu tertentu 

untuk dibahas. 

Temuan lain menunjukkan bahwa kekuasaan sering muncul melalui kemampuan 

anggota membangun jaringan politik. Jaringan ini dapat berupa hubungan dengan partai, 

organisasi masyarakat, atau tokoh penting di daerah pemilihan. Anggota yang memiliki 

jaringan luas cenderung memperoleh dukungan lebih besar saat proses negosiasi 

berlangsung. Andriyani et al. (2025) menyatakan bahwa kekuasaan meningkatkan kinerja 

organisasi, dan dalam konteks dewan, peningkatan tersebut terwujud melalui kemampuan 

anggota mengoordinasikan dukungan serta memastikan keberlanjutan program politik 

mereka. 

Dalam pembahasan kebijakan, negosiasi menjadi titik penting yang menggambarkan 

distribusi kekuasaan. Kajian literatur menunjukkan bahwa negosiasi tidak selalu 

berlangsung terbuka dan rasional. Banyak keputusan dibentuk melalui kesepakatan 

informal yang terjadi di luar rapat resmi. Temuan ini konsisten dengan Ahkami et al. (2025) 

yang menyoroti peran kekuasaan dalam mengelola konflik serta pertukaran kepentingan 

di organisasi pendidikan. Analogi ini dapat diterapkan pada lembaga negara, terutama 

karena keduanya sama-sama mengandalkan proses kolektif dalam pengambilan 

keputusan. 

Kepemimpinan kolegial berpengaruh besar dalam mengarahkan distribusi 

kekuasaan. Studi Wathoni (2024) mengenai KPU Ngawi menunjukkan bahwa 

kepemimpinan transformasional dalam sistem kolegial dapat meningkatkan kualitas 

keputusan. Dalam konteks dewan, kepemimpinan kolegial memungkinkan anggota terlibat 

dalam diskusi yang lebih terbuka, meskipun distribusi kekuasaan tetap tidak sepenuhnya 

setara. Kajian literatur memperlihatkan bahwa pemimpin yang inklusif dapat mengurangi 

dominasi kelompok tertentu dan memperbesar peluang anggota yang kurang berpengaruh 

untuk menyuarakan pendapat. 

Selain faktor internal, distribusi kekuasaan juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal 

yang berasal dari pemilih, media, serta pemangku kepentingan lain. Tekanan ini dapat 

memperkuat atau melemahkan posisi anggota di dalam dewan. Anggota yang mendapat 

dukungan publik cenderung memiliki pengaruh lebih besar ketika isu yang mereka 

usulkan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mendukung temuan Nurdiarti 

dan Nastain (2021) yang menekankan bahwa tanggung jawab sosial politik menjadi bagian 

penting dalam menjaga legitimasi anggota dewan. 

Permasalahan muncul ketika distribusi kekuasaan menjadi terlalu timpang. Literatur 

menunjukkan bahwa ketimpangan dapat memunculkan dominasi berlebihan dari 

kelompok tertentu dan menurunkan kualitas kebijakan. Ketimpangan juga menghambat 

anggota lain untuk terlibat aktif dalam proses legislasi. Tarigan (2024) menekankan bahwa 

meskipun konstitusi telah mengatur pembagian kewenangan, praktik politik sering kali 

menunjukkan bahwa aktor kuat dapat memanfaatkan celah institusional untuk 

memperluas pengaruh mereka. 
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Temuan lain mengungkap bahwa proses pembentukan koalisi merupakan salah satu 

arena yang paling mencerminkan distribusi kekuasaan. Koalisi tidak hanya dibentuk untuk 

memenangkan suara, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman bagi anggota dalam 

memperjuangkan kepentingan tertentu. Koalisi biasanya dipimpin oleh anggota yang 

memiliki pengaruh besar, baik dari segi pengalaman politik maupun kedekatan dengan 

pimpinan partai. Literatur politik seperti karya Alim (2024) mendukung temuan ini dengan 

menjelaskan bahwa kebijakan publik lahir dari proses tawar-menawar yang melibatkan 

berbagai pihak dengan kekuatan berbeda. 

Dalam beberapa kasus, distribusi kekuasaan juga dipengaruhi oleh kemampuan 

anggota dalam mengelola arus informasi. Anggota yang memiliki akses pada informasi 

strategis cenderung lebih unggul dalam memengaruhi keputusan. Mereka dapat 

menentukan waktu, arah, dan bentuk isu yang akan diperdebatkan. Situasi ini menguatkan 

pandangan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari jabatan tetapi juga dari sumber daya 

non-struktural seperti informasi, opini publik, dan jaringan politik. 

Analisis literatur menunjukkan bahwa mekanisme pengaruh berjalan melalui tiga 

proses utama yaitu pembentukan agenda, negosiasi kepentingan, dan pembentukan koalisi. 

Proses ini saling berkaitan dan menjadi ruang utama untuk melihat bagaimana kekuasaan 

berpindah, bertemu, atau berbenturan. Ketiga mekanisme tersebut menegaskan bahwa 

kekuasaan bukan benda statis, tetapi proses dinamis yang terus berubah sesuai konteks, 

waktu, dan aktor yang terlibat. 

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan di lingkungan anggota dewan 

merupakan hasil interaksi antara struktur resmi, relasi informal, dan dinamika politik yang 

melibatkan berbagai aktor. Kombinasi ketiganya menentukan kuat atau lemahnya posisi 

anggota dalam menentukan arah kebijakan. Kajian literatur yang digunakan memperkuat 

bahwa distribusi kekuasaan bukan hanya fenomena politik, tetapi juga fenomena sosial, 

kultural, dan organisasi. Hal ini memberikan pemahaman lebih luas mengenai bagaimana 

keputusan politik terbentuk dan bagaimana kualitas keputusan tersebut dapat ditingkatkan 

Simpulan 

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan di lingkungan anggota 

dewan terbentuk dari perpaduan antara struktur formal lembaga dan hubungan informal 

antaraktor politik. Kekuasaan tidak pernah tersebar secara merata. Ia muncul melalui 

mekanisme pembentukan agenda, negosiasi kepentingan, dan pembentukan koalisi, yang 

semuanya dipengaruhi oleh posisi jabatan, jaringan politik, akses informasi, serta tekanan 

dari kelompok pengaruh. Interaksi berbagai faktor ini menjelaskan bahwa proses 
pengambilan keputusan politik merupakan proses dinamis yang tidak hanya ditentukan 

oleh aturan resmi, tetapi juga oleh strategi individu dan kelompok. 

Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas keputusan politik sangat bergantung pada 

keseimbangan distribusi kekuasaan dan integritas aktor yang terlibat. Ketika distribusi 

kekuasaan terlalu timpang, risiko dominasi berlebihan dan penurunan kualitas kebijakan 

menjadi lebih besar. Karena itu, pemahaman mengenai pola distribusi kekuasaan 

membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga legislatif. 
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Saran 

Penelitian lanjutan dapat mengkaji distribusi kekuasaan melalui pendekatan empiris, 

seperti studi kasus pada lembaga legislatif daerah atau nasional. Pendekatan lapangan akan 

memperkaya pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan bekerja dalam praktik, 

terutama terkait pola interaksi antarfraksi, proses negosiasi informal, dan dinamika 

hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Selain itu, penelitian berikutnya dapat 

membahas pengaruh gaya kepemimpinan tertentu terhadap pemerataan kekuasaan dalam 

lembaga politik. 

Dalam praktik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki 

mekanisme kerja dewan. Beberapa langkah yang dapat diterapkan meliputi peningkatan 

transparansi proses pembentukan agenda, penyusunan aturan negosiasi yang lebih jelas, 
serta penguatan etika politik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan 

rekomendasi ini diharapkan membantu meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat 

kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. 
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